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BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

cimbang

cengngat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6
(enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;

a dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat I
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



~]

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700Q);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan  Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6322);
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L4,

16.

17,

18.

19,

20.

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembzangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minima)

Pendidikan (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018
tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhi
Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republi
Tahun 2018 Nomor 925);



23.

24.

26,

27.

28.

29,

30.

31.

32,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesiz Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 200);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan
Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi l.Lampung Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 499);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2016 Nomor 15);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019
Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan © PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR

TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,
Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Timur.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
S (lima) tahun,

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

discbut dengan Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan QPD
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program OPD dan
lintas OPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 (ima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB 111
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ni.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB Il : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB 'V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN » DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB [X : PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJ MD

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup
pelaksanaan RPJMD dan Renstra OPD.

(2) Pengendalian evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeca.



(3) Tindakl lanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi
masukan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD.

(4) Perubahan RPJMD yang tidak merubah target indikator sasaran
terakhir periode dan nomenklatur Program Prioritas, dilakukan
melalui Peraturan Bupati yang mengatur tentang RKFPD.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Aquuwe  202f

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Diuindangkan di Sukadana
pada tanggal 25 JAqustus 202

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 0%

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/1185/LTM/2021



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR (05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I UMUM

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan
terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk
mencapail tuyjuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan rmasyarakat secara
berielanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yvang tersedia secara
opmal, efisien, efektifl dan akuntabel. Upaya sistematis dan terencana tersebut
berist langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan
taliipan yvang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan daerah bersama dengan
selvruh pemangku kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam

scbuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah,
matpun tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (1) mendukung koordinasi
antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah
Maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pPengawasan; (4] mengoptimalkan
partisipasi masyarakat; dan (S} menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-
2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa
dengan kewenanganna menyusun rencana pembangu
kesatuan dalam Sistem Perenanaan Pembangunan Nasioal

Jangka Panjang Daerah untuk pembangunan 20 tah
Jangka Menengah Daerah untuk pembangunan 5
Pernerintah Daerah untuk pembangunan tahunan
yauy diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten La:apung Timur Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Lampung Timur Tahun 2005-2025, penyusunan RPJMD
Timur Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-4 (tahap akhi
Kabupaten Lampung Timur, serta menjadi momentum strategis untuk
memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi RPJPD yaitu Lampung Timur
Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sel
akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta menjadi salah satu instrume

mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja kepala
dacrah selama 5 (lima) tahun.

un, Rencana Pembangunan
tahun, dan Rencana Kerja
sesuai tahapan dan tatacara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas



asal 2
Cukup Jelag
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas

0%
TIMUR NOMOR
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang
telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah
sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaaan Pembangunan
Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah penyusunan
rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau
daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung
memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan
perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJPD
Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2005-2025. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah visi daerah :
Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan, yang terdiri
atas 7 misi yang didalamnya memuat indikator dan target capaian. Pada setiap tahap 5
(lima) tahunan RPJPD kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III
(2016-2020), Tahap IV (2021-2025).

Memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2005-2025 tersebut, diamanatkan bahwa tahapan pembangunan Tahun 2021-2026

ditujukan pada upaya mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai dan

RPIMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 I-1



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin pada tingkat
pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya rasa nyaman.
Perekonomian daerah semakin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada
beberapa sektor secara berimbang, serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di
tingkat nasional dan global. Infrastruktur semakin mantap dengan daya dukung yang
tinggi, serta kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Keanekaragaman hayati dan
ekosistem dapat dilestarikan dan berkembang menjadi keunikan daerah, ikon pariwisata,
dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air dikelola dengan baik dan
menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi. Pemerintahan daerah
semakin dapat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki kinerja baik dan bersih.
Birokrasi dikembangkan untuk tujuan pelayanan publik secara prima, serta didukung oleh
manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, dan disiplin tinggi.
Penegakan hukum semakin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur
penegak hukum yang berwibawa, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang

tinggi.

Berdasarkan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. RPJMD
merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa
substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 harus
diintegrasikan juga dengan dokumen RTRW Kabupaten Lampung Timur (yang saat ini
sedang dalam proses revisi), Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai
kewenangan pemerintah provinsi, serta penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana
tercantum dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah.

Berkenaan dengan amanat tersebut, dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati

dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2021-2026, pada tanggal
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26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota
pada Provinsi Lampung, dan memperhatikan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka melekat kewajiban untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Gambar 1.1
Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Periode 2021-2026

M. DAWAM RAHARDJO AZWAR HADI

BUPATI LAMPUNG TIMUR WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur merupakan rangkaian yang
berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Kepala Daerah dilantik, sampai
dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan, telah dilakukan
penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD pada tahun 2020 lalu. Hasil dari Rancangan
Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD.
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Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi
publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur serta hasil
konsultasi ke Pemerintah Provinsi Lampung. Rancangan Awal yang telah disempurnakan
selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD
menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan
siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD menjadi
masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir
RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan
Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJMD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi
Lampung akan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2021-2024.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 tersebut
selanjutnya akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menyusun Renstra OPD Tahun 2021-2026, dan menjadi instrumen untuk mengukur
tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5

(lima) tahun.

Lebih lanjut, periodisasi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur
hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, jika berpedoman pada periodisasi RPJMD sesuai
tahapan yang diatur dalam RPJPD 2005-2025, maka masuk dalam Tahap IV pembangunan

jangka panjang daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RPJMD
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa pendekatan
berikut :

1. Pendekatan Politis, pendekatan ini bermaksud bahwa program-program pembangunan
yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat
kampanye, disusun dalam rancangan RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up), pendekatan ini
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian

diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Sedangkan secara substansi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

disusun dengan menggunakan:
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. Pendekatan Holistik-Tematik: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema

pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif)
dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunaan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pendekatan Integratif: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan
menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu
dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pendekatan Spasial: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan

mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 ini disusun dengan dasar

hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya
Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
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Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam
Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 925);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Lampung Nomor 200);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan
Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4) ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025
serta memperhatikan RPJM Nasional 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun
2019-2024. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu
dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang
berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga

perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan
antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPIMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 I-8



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya tersebut

dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah
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1.3.1 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden
tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden
menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN
2020-2024, adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita

Kedua, yaitu:

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan

© ©® N o gk b=

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan
misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut
mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,

Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
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1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi
dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak
lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama
menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU
Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan
birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran

bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan,
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,

ok w0 D

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar,

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim, dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya jika memperhatikan arah prioritas pembangunan wilayah khususnya
Wilayah Sumatera, pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 diarahkan untuk
menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis
tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas
pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan,
pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan

pengurangan risiko bencana.

1.3.2. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi

Lampung. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 tidak lepas
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dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun ke

depan adalah “Rakyat Lampung Berjaya’, yang akan diwujudkan melalui misi dan

komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan misi meliputi :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen :

a.

Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Tka dalam kehidupan masyarakat melalui
jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta

lembaga dan organisasi terkait;

. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan

pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;

. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota

dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;

. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai

ke tingkat perdesaan;

Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan
forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam
masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial
lainnya;

Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam
menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah
dan kerukunan hidup antar umat beragama;

Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar

dan strategi dalam pembangunan daerah;

2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan

pelayanan publik.

Komitmen :

a.

Membenahi dan meningkatkan kualitas birokarsi Pemerintah Daerah melalui
manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional

dalam pembangunan dan pelayanan publik;

. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah

Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka
membangun sinergitas pembangunan daerah;

Meningkatkan peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi

informasi;
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. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang

profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;

. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan

daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan
kolaboratif;

Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah
Daerah dalam pembangunan;

Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan

perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;

. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya

edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak,

pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

Komitmen :

a.

Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah
(SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;

Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan
kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah

Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);

. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya

hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani

dan rohani secara baik;

. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran

perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam
bidang politik;

Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga,
eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (women
trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan
kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;

Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;

. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi

perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan

konektivitas wilayah.

Komitmen :

a.

b.

Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi
daerah dan pengembangan wilayah secara merata;

Mengembangakan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol

Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga,
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kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya

memperluas dan meningkatkan daya saing pasar

. komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;

Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru
dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandarian energi daerah serta

pemerataan layanan listrik;

. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);

Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional,;
Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah

tangga secara merata;

. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi

sampai ke wilayah perdesaan;
Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan,
kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi

pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah

perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Komitmen :

a.

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta
meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan

meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;

. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman

pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui
program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi

inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;

. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan,

hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil,
kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;

Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi,
industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi
untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan
partnership dengan dunia wusaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah
(Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan
menciptakan kesempatan kerja;

Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan
standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan,
pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;

Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehata bekerjasama

dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.
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6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan

bersama.

a.

b.

Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan
investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals);

Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang
dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan

mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;

. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;

Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang
bernilai ekonomi;
Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi

lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahateraan masyarakat;

. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih

fungsi lahan, pembalakan liar (illegal loging), pencemaran lingkungan, dan
kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan
peran serta masyarakat;

Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Selanjutnya dalam pencapaian misi dibarengi komitmen tersebut akan dilakukan

melalui 33 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama tersebut dengan disandingkan dengan Agenda Kerja

Utama RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah

ini:
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Tabel 1.1
Sinkronisasi Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan
Agenda Kerja Utama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

No AGENDA KERJA UTAMA PROVINSI LAMPUNG AGENDA KERJA UTAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Program Petani Berjaya : peningkatan produksi, nilai tambah dan daya
1 [Lampung merawat Indonesia saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan berbasis
\ ¥ | pemanfaatan Sistem Aplikasi Petani Berjaya

Memberikan insentif khusus kepada G\ru Honorer\ Guru

PAUD, Guru Ngaj, Gurg Sekolarl Mingl, Ustad dyn Usta'dza‘l Infrastruktur Lampung Timur Berjaya : pemantapan infrastrukiur konekvitas,
2 [Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rymah Ibadah lainnye, ormukiman. dan penaelolaan sumber dava air pertanian

Muazin, Khatb, Imam Masjid, pendeta dan jara pemimnpin / P ’ peng i P

berbagai agama ‘
3 |Lampung mengaji X \ \ \ / /
4 |Lampung Kaya Festival Lampung Timur Jaya : Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

|
5 |Lampung Menuju Bebas Narkoba * “ /I//
[}
6 [Mereformasi birokrasi untuk meningkatkal efe kﬁvitalah VI/ ” Rakyat Lampung Timur Berdaya Saing
7 |APBD RakyatBerjaya “ I ”
\ A
8 |Smart Village A \ Pemuda Lampung Timur Berjaya
9 [Pendampingan program pembangunan des:
10 |Perempuan Berjaya Rakyat Lampung Timur Sehat
11 |Lampung Ramah Perempuan dan Anak \
pung p w \\
12 |Anak Muda Berjaya Lampung Timur Religius dan Berakhlak Mulia
\V
13 |Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia giabg
14 |Lampung Sehat Lampung Timur Ramah Anak
15 |Smart School ¥ / ‘
A
16 |Revitalisasi SMK ‘\“ Ekonomi Lampung Timur Berjaya
. o Y

17 |Infrastruktur Lampung Berjaya
18 |Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur // / Lampung Timur Aman
19 |Lampung Terang Berjaya 7 /
20 [Kartu Petani Berjaya / v Aparatur Profesional
21 |Bea-mahasiswa Pertanian
22 |Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu APBD Lampung Timur Tepat
23 |Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper) v

Meningkalkan daya saing kopi,kakao dan komodias undgulan Pelayanan Publik Berjaya (Mall Pelayanan Publik, LENGKAP, Gaji Berkala
24 [lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lgmpung )

h . Otomats, dll)

sebagai Lumbung Ternak Nasional [
25 |Program Nelayan Berjaya v

Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi
26 |bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Desa Lampung Timur Berjaya (Smart Village)

Kabupaten/Kota 1
27 |Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia

Mengembangkan industri pengelolahan sebagai pusat-pusat I

pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga ) )
28 kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip A Lampung Timur Ramah Investasi

keadilan | /]
29 |Mengembangkan ekonomi kreatf, UMKM dan koperasi Lampung Timur Siaga
30 [Lampung Ramah Usaha / \
31 Memfasilitasi nerWUJuqnya Lampung sebagai Pusat Industri x Lampung Timur Menuju Bebas Narkoba

Pertahanan Indonesia
32 [Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat
33 [Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara Lampung Timur Berkelanjutan

RPIMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

1.3.3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, RPJMD
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap
keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain
memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2021-
2026, juga berpedoman pada visi misi Kabupaten Lampung Timur serta arah
pembangunannya. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan

visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2005-2025, diamanatkan bahwa pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera,
berke-Tuhanan, dan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan
berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun

1945.

Arah dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai
Tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, arah untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan
pemerintahan yang berlaku, arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang
mendukung pembangunan daerah dan nasional, arah untuk mewujudkan pendidikan,
penguasaan IPTEKS, dan kesehatan, arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum, arah untuk mewujudkan
masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta mampu melestarikan dan
mengembangkan budaya daerah, dan arah untuk mengoptimalkan sumber daya alam

daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan jangka panjang tahap keempat berdasarkan Perda RPJPD Kabupaten
Lampung Timur dirancang untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah
dicapai dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin

pada tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya rasa nyaman.

Sekolah tersebar dengan merata dan berklasifikasi nasional, dengan beberapa
sekolah berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan akses yang
mudah. Kehidupan sosial dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya
kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni budaya. Perekonomian daerah semakin kokoh
dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang, serta
produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. Infrastruktur

semakin mantap dengan daya dukung yang tinggi, serta kualitas sumber daya manusia

yang tinggi.
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Keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat dilestarikan dan berkembang menjadi
keunikan daerah, ikon pariwisata, dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber
daya air dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan

ekonomi.

Pemerintahan daerah semakin dapat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki
kinerja baik dan bersih. Birokrasi dikembangkan untuk tujuan pelayanan publik secara
prima, serta didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas,
dan disiplin tinggi. Penegakan hukum semakin mantap dengan perangkat aturan yang
handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa, serta masyarakat yang memiliki

kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan yang telah diperoleh, maka hal yang sudah
dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan
yang dicapai, agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga kelangsungannya. Penyegaran
metode dan pendekatan pembangunan merupakan semangat yang harus dikedepankan
dalam rangka menjaga momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya.
Tahapan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sejak Tahun 2005-2025
sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJPD digambarkan dalam tahapan di bawah ini

Gambar 1.3
Tahapan Pembangunan

Tahapan RPJPD Kabupaten Lampung Timur
Telah Akan
Dilaksanakan Dilaksanakan

e 4

Tahap Il

Tahap Il 2016-2021

2011-2015

1.3.4 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031,
diamanatkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan
pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan

merata.

Guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan
ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari peningkatan perkembangan ekonomi yang

berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan sektor pertanian, perikanan,
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pariwisata, industri dan jasa; perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta
memelihara kelestarian lingkungan hidup; perwujudan pembangunan yang merata dalam
rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; perwujudan sistem jaringan prasarana
seluruh wilayah kabupaten, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan negara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur ini berpedoman pada RTRW
Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan
pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, sebagaimana di tampilkan
pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2031

HIRARKI PERKOTAAN FUNGSI UTAMA KETERANGAN
Perkotaan ~ Sukadana  berdasarkan
Perda Provinsi Lampung No 12/2019 ttg
Perubahan Peda No 1/2010 ttg RTRW
PKWp Sukadana Pusgt pgmerintahan kabupaten, perdagangan Proy Lgmpung 2009-2029, ditetapkan
an jasa, serta permukiman perkotaan menjadi  Pusat  Kegiatan  Lokal.
Ketetapan  fungsi  tersebut akan
ditindaklanjuti dalam raperda perubahan
RTRW Lam Tim Tahun 2011-2031
Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
Way Jepara pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi
dan distribusi hasil pertanian hortikultura
PKL .
Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
Labuhan Maringgai |pendukung kegiatan pertanian dan pusat
pengembangan perikanan
Pusat pengembangan perdagangan dan jasa | Berdasarkan PP 13/2017 ttg Perubahan
pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi | PP 26/2008 ttg RTRWN, istilah PKLp
Pekalongan dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, | telah  dihapus, sehingga  melalui
sentra pembibitan buah-buahan, tanaman | Raperda revisi RTRW Lam Tim 2011-
PKLp hias, dan perkebunan, serta permukiman | 2031 akan dilakukan penyesuaian
perkotaan sesuai ketentuan tersebut
Sekampung Udik  |Pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan
Bandar Sribhawono _|Permukiman
J Pusat pertanian dan perkebunan, permukiman
abung dan i
an lindung
Pusat pengembangan perdagangan dan jasa
Purbolinggo pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi
PPK dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan
sentra pembibitan padi
Marga Tiga (I:usat pertanian lahan kering pertambangan
an perkebunan
Pasir Sakti Pusat pertanian, permukiman dan
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pertambangan

Sekampung

Pusat pertanian lahan basah dan permukiman

Raman Utara

Pusat pertanian lahan basah, permukiman
dan lindung

Melinting

Pusat pertanian, perkebunan permukiman,
lindung, dan pariwisata

Gunung Pelindung

Pusat pertanian, permukiman, pertambangan
dan lindung

Marga Sekampung | pysat pertanian, perkebunan, permukiman,
Batanghari dan lindung
Metro Kibang Pusat permukiman, dan perkebunan campur

Batanghari Nuban

Bumi Agung

Pusat pertanian, dan permukiman

Labuhan Ratu

Pusat pertanian, perkebunan, permukiman,
pariwisata, dan agrowisata

Mataram Baru L
pariwisata

Pusat pertanian, permukiman, lindung, dan

Waway Karya
Braja Selebah

PPL

Way Bungur

Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman

Selanjutnya, berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur hasil telaahan

di bawah ini :

Tabel 1.3

Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Lampung Timur

struktur ruang sesuai dengan indikasi program utama sebagaimana ditampilkan pada Tabel

Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/

Waktu Pelaksanaan

e Indikasi Program Utama Lesse PIM1 PIM2 | PJM3 | PJM4
2|3|4|5| 5¢th 5th 5th

| Perwujudan Struktur Ruang
1. Perwujudan Pusat Kegiatan

1.1 Penguatan Kota Sukadana

a. Penyusunan RDTR Kota Sukadana

b.  Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Sukadana

c. _ Penyusunan RP4D Kota Sukadana

d. Penyusunan RTBL Kawasan Pemerintahan Kota Sukadana

e. Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan Kota Sukadana

f.  Penyusunan Rencana RTH Kota Kota Sukadana

g. Penyusunan Masterplan Terminal Type B Kota Sukadana

1.2 Penguatan Kota Way Jepara Sebagai PKL

a. Penyusunan RDTR Way Jepara

b. Penyusunan Peraturan Zonasi Way Jepara

c. Penyusunan RP4D Way Jepara

d. Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan Way Jepara

e. Penyusunan Masterplan Kawasan Way Jepara

f.  Penyusunan Rencana RTH Kota Way Jepara

g. Penyusunan Masterplan Kawasan Pendidikan Way Jepara

h. Penyusunan Masterplan Kegiatan Industri Way Jepara

1.3 Penguatan Kota Labuhan Maringgai Sebagai PKL

a. Penyusunan RDTR Labuhan Maringgai

b. Penyusunan Peraturan Zonasi Labuhan Maringgai

c.  Penyusunan RP4D Labuhan Maringgai

d. Penyusunan RTBL Kawasan Labuhan Maringgai

e. Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Labuhan Maringgai
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Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/

Waktu Pelaksanaan

e Indikasi Program Utama Lok PJM 1 PM2 | PIM3 | PIM4
2|3|4|5| 5th 5th 5th
f.  Penyusunan Rencana RTH Kota Labuhan Maringgai
1.4 Penguatan Kota Pekalongan Sebagai PKL
a. Penyusunan RDTR Pekalongan
b. Penyusunan RTBL Kawasan Pekalongan
. Penyusunan Rencana RTH Kota Pekalongan
1.5 Penguatan Kota Sekampung Udik Sebagai PKL
a. Penyusunan RDTR Sekampung Udik
b. Penyusunan RTBL Kawasan Sekampung Udik
c.  Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya Sekampung Udik
dan Pariwisata
d. Penyusunan Rencana RTH Kota Sekampung Udik
1.6 Penguatan Kota Bandar Sribhawono PKL
a. Penyusunan RDTR Bandar Sribhawono
b. Penyusunan RTBL Kawasan Bandar Sribhawono
c.  Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya Bandar Sribhawono
dan Pariwisata
d. Penyusunan Rencana RTH Kota Bandar Sribhawono
e. Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Bandar Sribhawono

1.7 Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur

Jabung, Purbolinggo,
Marga Tiga, Pasir
Sakti, Sekampung,
Raman Utara,
Gunung Pelindung,
Marga Sekampung,
Batanghari, Metro
Kibang, Batanghari
Nuban, Bumi Agung,
Labuan Ratu,
Mataram Baru,
Waway Karya, Braja
Selebah, Way Bungur.

b.  Penyusunan Rencana RTH skala kawasan

Jabung, Purbolinggo,
Marga Tiga, Pasir
Sakti, Sekampung,
Raman Utara,
Gunung Pelindung,
Marga Sekampung,
Batanghari, Metro
Kibang, Batanghari
Nuban, Bumi Agung,
Labuan Ratu,
Mataram Baru,

1.7 Penguatan Pusat Pelayanan Lingkungan

Waway Karya, Braja
Selebah, Way Bungur.

Perwujudan Sistem Prasarana

2.1 Sistem Prasarana Utama

a. Jaringan Transportasi Darat

a.1 Jaringan Jalan

—  Pemeliharaan Kolektor Primer K1 yang ada di
Kabupaten Lampung Timur

ruas jalan :

— Kab. Lamteng/Kab.
Lamtim -
KabLamtim/KabLa
msel;

— Gedong Dalam -
Kota Sukadana,
Jalan Sukarno-
Hatta (Sukadana);
dan

— Metro — Gedong
Dalam.

—  Perbaikan, peningkatan status dan pemeliharaan
jalan kolektor primer K2 dan K3 yang ada di
Kabupaten Lampung Timur

ruas jalan :
- Gunung Sugih —
Gedong Dalam.
- SP Sribhawono -
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No

Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM 1

PJM2 | PJM3

PJM 4

23|45

Sribawono.

- Pugung Raharjo —
Bandar
Sribhawono

- Sukadana - Jabung

- Simpang Maringgai —
Jabung

- Bumi Jawa -
Purbolinggo.

—  Perbaikan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer
K4 yang ada di Kabupaten Lampung Timur .

ruas jalan :

- Sribhawono-Wana—
Tanjung Aji.

- Raman Raya -
Raman Utara,
Bumi Jaya -
Purbolinggo.

- Kibang - Batas Kota
Metro;

- kota sukadana
mataram marga —
kantor pemda —
jalan lintas pantai
timur

—  Lokal Primer, yaitu jalur yang melayani pergerakan
lokal, terutama untuk memberikan akses bagi sentra
produksi sektor primer ke pusat kegiatan sekunder
dan tersier

Tersebar di Seluruh
Kabupaten Lampung
Timur

a.2 Terminal

5th 5th

5th

—  peningkatan fungsi terminal tipe C menjadi terminal
Tipe B , pembenahan sarana pendukung dan
infrastruktur terminal sehingga dapat memenuhi
kriteria terminal tipe B.

Sukadana

—  Pembangunan terminal tipe C

— Labuhan
Maringgai.

— Purbolinggo.

— Sekampung.

— Way Jepara.

— Sekampung Udik.

— Pengembangan Terminal Tipe C

— Mataram Baru

b. Jaringan Perkeretaapian

- jalur Pringsewu — Rejosari Tegineneng - Metro —
Sukadana

- pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan
Sukadana

c. Jaringan Transportasi Udara

- Peningkatan bandara di Kecamatan Labuhan Ratu

Bandar Udara Khusus
Nusantara Tropical
Fruit

2.2. Sistem Prasarana Wilayah Lainnya:

a.  Sistem Prasarana Energi dan Kelistrikan

—  Penyediaan sambungan baru PLN

Desa-desa yang
belum teraliri listrik

—  Pemanfaatan Energi Tenaga Surya dan Mikrohidro
untuk kawasan yang tidak teraliri listrik

Kecamatan Waway
Karya, Way Bungur,
Labuhan Ratu, Braja
Selebah,.

b.  Sistem Jaringan prasarana telekomunikasi

— Mengembangkan dan meningkatkan Sambungan
Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel
(RK)

Semua kecamatan

— Pembangunan menara BTS

Semua kecamatan

c. Sistem Prasarana Sumber Daya Air

c.1. Sistem Prasarana Irigasi

—  Penjaminan ketersediaan air irigasi, terutama untuk
mengairi areal persawahan

- DI Kewenangan
Nasional lintas
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No

Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM 2

PJM 3

PJM 4

5| 5th

5th

5th

Kabupaten:
DI Way
Sekampung.

- DI Kewenangan

Nasional di
Kabupaten:

DI Way Jepara.
DI Way Curuk.
DI Batanghari
DI Pekalongan
DI Purbolinggo.
DI Laman Utara.
DI Rantau Fajar.
DI Way
Sekampung.

- DI Kewenangan

Kabupaten:

DI Way Bekarang
Atas.

DI Way Kekit.

DI Way Lehan.

DI Way Kawat.

DI Way Ramayana.
DI Way Bekarang
Bawah

DI Way Tangkit
DI Way Rawa
Mangun

DI Way Tulang
Pies

DI Way Napal |
DI Way Karang
Anyar

DI Way Rawa
Sukoharjo

DI Way Donomulyo
DI Way Sumbu
Sari

DI Way Handak
DI Way Rawa
Tulung Sunting
DI Way Bali

DI Way Rawa
Kelinting

DI Way Pugung
Raharjo

DI Way Rawa
Perbatasan

DI Way Kerikil

DI Way Rawa
Ganefo

DI Way Tulung
Braja

DI Way Tambak
Luhur I

DI Way Tambak
Luhur |

DI Way Tanjung
Kesuma

DI Way Tegal
Ombo

DI Way Tegal Yoso
DI Way Batu Keting
DI Way Andak |l

Mempertahankan debit aliran sungai dan volume
danau

Kecamatan Way
Jepara; Seluruh
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Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/

Waktu Pelaksanaan

e Indikasi Program Utama Leaa PIM 1 PIM2 | PJM3 | PJM4
2|3|4|5| 5th 5th 5th
kecamatan yang
dilewati oleh Sungai
Way Sekampung
—  Optimalisasi pemanfaatan daerah-daerah irigasi Kawasan Pertanian
untuk pengembangan budidaya pertanian
— Mengembangkan sistem irigasi interkoneksi untuk Kawasan Pertanian
membentuk satu sistem irigasi terpadu
d. Sarana Jaringan Prasarana Lingkungan

d.1. Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten

Kabupaten Lampung
Timur

Pemerataan jumlah TPS

Kecamatan
Sekampung Udik,
Sribawono;Sekampun
g, Pekalongan,
Melinting, Jabung,
Batanghari, Way
Bungur, Gunung
Pelindung, Mataram
Baru, Batanghari
Nuban, Raman Utara,
Labuhan Maringgai,
Braja Selebah, dan
Labuhan Ratu.

Studi kelayakan penentuan lokasi TPA baru

Kabupaten Lampung
Timur/Zona layak TPA

Pembangunan TPA baru

Kecamatan
Sekampung Udik dan
Kecamatan Melinting

Pemanfaatan TPA

Kecamatan Way
Jepara dan
Kecamatan Sukadana

Penyusunan Masterplan Pengelolaan Limbah
Perkotaan

Kawasan Perkotaan
dan Kawasan Industri

Pembangunan IPAL/IPLT kawasan Industri terpadu

Bandar Sribawono

d.2. Sarana Jaringan Prasarana Air Baku

Pengembangan pelayanan air minum melalui
pengembangan kapasitas dan jaringan terutama di
Kota-kota PKWp dan PKL

Kota Sukadana,
Labuhan Maringgai,
Way Jepara.

Pengadaan sistem penyediaan air minum regional

Sukadana, Labuhan
Maringgai,
Sekampung Udik,
Pekalongan, Bandar
Sribowono.

Lebih lanjut, terkait dengan arahan kebijakan pola ruang sesuai dengan indikasi

program utama RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 sebagaimana

ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Hasil Telahaan Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur

No

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM 1

PJM2 | PJM3

PJM 4

2

3

4

5| 5th 5th

5th

Perwujudan Kawasan Lindung

1.1 Hutan Lindung

Penetapan regulasi yang jelas dan tegas dalam upaya
penghijauan kembali kawasan Hutan Lindung Gunung
Balak (Reg.38) dan Muara Sekampung (Reg. 15)

Kecamatan Marga
Sekampung,
Sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono,
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM1

PJM 2

PJM 3

PJM 4

Melinting, Way
Jepara , Jabung,
Pasir Sakti dan

1

2(3|4

5| 5th 5th

5th

Labuhan
Maringgai.
1.2 Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan
bawahannya
a. Kawasan Bergambut
—  Perlindungan terhadap kawasan bergambut dengan Kecamatan Braja
menghindari pengembangan perkebunan pada kawasan Selebah, Labuhan
ini. Maringgai,
Labuhan Ratu,
Mataram Baru,
Way Bungur, Way
Jepara
b. Kawasan Resapan Air

Perlindungan terhadap kawasan resapan air bergambut
dengan menghindari pengembangan perkebunan pada
kawasan ini.

Kecamatan
Bandar
Sribhawono,
Jabung, Marga
Sekampung,
Melinting, Pasir
sakti, Sekampung
Udik, Way Jepara
Labuhan
Maringgai,

1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

a.

Kawasan Sempadan Pantai

Penetapan garis 100 meter dari titik pasang tertinggi ke
darat, sebagai kawasan limitasi yang harus diatur
pemanfaatannya agar tidak merusak ekosistem pantai

Kecamatan
Labuhan
Maringgai, Pasir
Sakti

Sempadan sungai

Pemantapan garis sempadan sungai

Batanghari,
Batanghari Nuban,
Braja Selebah,
Jabung, Labuhan
Maringgai,
Labuhan Ratu,
Marga
Sekampung,
Margatiga, Metro
Kibang, Pasir
Sakti, Pekalongan,
Purbolinggo,
Raman Utara,
Sekampung,
Sekampung Udik,
Sukadana, Waway
Karya, Way
Bungur, Way
Jepara.

Penerapan prosedur perijinan dan pengendalian
lingkungan untuk pemanfaatan kawasan yang berada
pada sempadan sungai

Batanghari,
Batanghari Nuban,
Braja Selebah,
Jabung, Labuhan
Maringgai,
Labuhan Ratu,
Marga
Sekampung,
Margatiga, Metro
Kibang, Pasir
Sakti, Pekalongan,
Purbolinggo,
Raman Utara,
Sekampung,
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No

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM 2

PJM 3

PJM 4

Sekampung Udik,
Sukadana, Waway
Karya, Way
Bungur, Way
Jepara.

c. Kawasan sekitar danau/situ/waduk

5 th

— Penetapan daerah 50 meter dari titik pasang tertinggi ke
darat, sebagai kawasan yang tidak boleh terganggu oleh
aktivitas manusia.

Kecamatan Way
Jepara, Sukadana

—  Pemantapan sempadan danau

Kecamatan Way
Jepara, Sukadana

d. Kawasan sekitar Mata air

—  Penetapan daerah 200 meter dari titik mata air, sebagai Kecamatan
kawasan yang tidak boleh terganggu oleh aktivitas Sribhowono,
manusia. Jabung, Way

Jepara.

— Pemantapan sempadan Mata Air Kecamatan
Sribhowono,
Jabung, Way
Jepara.

e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

—  Penetapan daerah yang telah ditetapkan menjadi RTH. Semua

kecamatan.

1.4 Kawasan Suaka Alam

5th

a. Taman Nasional

—  Perlindungan terhadap kawasan konservasi Penyu Sisik.

Taman Nasional
Way Kambas,
Pulau Segama

—  Pengelolaan TNWK sebagai kawasan pelestarian alam

Taman Nasional

dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan Way Kambas
pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata
dan rekreasi.
b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
— Pemanfaatan hutan bakau yang sudah ditebang Kecamatan
berdasarkan sistem silvikultur hutan. Labuhan
Maringgai dan
Pasir Saki.
—  Penanaman kembali hutan mangrove guna mengurangi Kecamatan
resiko abrasi pantai serta melestarikan ekosistem pantai. Labuhan
Maringgai dan
Pasir Sakti.

— Pengelolaan hutan bakau yang memiliki panorama indah
sebagai kawasan wisata alam yang ramah lingkungan.

Desa Margasari,
Kec Labuhan

Maringgai
c. Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan
—  Pelestarian desa Adat Wana, rumah tradisional di Sukadana,
Sukadana, Keratun Melinting,Keratuan Pugung dan situs Pugung Raharjo
purba di Pugung Raharjo
—  Peningkatan promosi dan pembenahan sarana Desa Pugung
pendukung pariwisata taman purbakala Pugung Raharjo Raharjo, Kec
Sekampung Udi
1.5 Kawasan rawan bencana alam
—  Perbaikan saluran drainase untuk mencegah Kecamatan
tergenangnya daerah-daerah bertopografi rawa. ( Sekampung Udik,
Kawasan rawan tanah longsor) Kecamatan Marga
Sekampung,
Kecamatan
Waway Karya,
Kecamatan
Jabung,

Kecamatan Pasir
Sakti.

— Penanaman hutan bakau Kawasan rawan abrasi.

Labuhan
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Waktu Pelaksanaan
Lokasi PJM 1 PIM2 | PJM3 PJM 4
112(3]|4 5th 5th

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Maringgai

— Perbaikan saluran drainase untuk mencegah kawasan Bandar

rawan banjir Sribhawono,
Kecamatan Braja
Selebah,
Kecamatan
Sekampung,
Kecamatan
Mataram Baru,
Kecamatan
Melinting,
Kecamatan
Sekampung Udik,
Kecamatan
Waway Karya,
Kecamatan
Labuhan
Maringgai dan
Kecamatan
Raman Utara.

—  Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Kabupaten Kabupaten
Lampung Timur (rawan longsor, abrasi, banjir, rawan Lampung Timur
gelombang tinggi, puting beliung) terumatam

Perwujudan Kawasan Budidaya

2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

— Pengembangan hutan produksi yang berfungsi lindung Way Kibang,
Gedung Wani.

— Pengembangan hutan rakyat Gunung
Pelindung, Marga
Sekampung, Way
Bungur,
Purbolinggo, Braja
Selebah, Way
Jepara,
Pekalongan,
Metro Kibang,
Waway Karya.

2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

—  Pengembangan pertanian tanaman pangan Semua
Kecamatan

—  membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan | Semua
kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kecamatan

— mengatur pola penggunaan sumber daya air untuk Semua
kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian Kecamatan

—  memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga | Semua

dapat menjaga ketersediaan air Kecamatan
— meningkatan pelayanan irigasi teknis dengan jaminan Semua
pasokan air yang mencukupi Kecamatan

—  pemberian insentif berupa keringanan pajak, retribusi dan | Semua
subsidi guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja | Kecamatan

petani
— penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan Semua
irigasi, pengadaan produksi, panen dan pengolahan Kecamatan

pasca panen termasuk pemasaran.

—  membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan | Semua
kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan | Kecamatan
diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan
peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan;

— Pengembangan kawasan sentra hortikultura Pekalongan
— Pengembangan sentra pembibitan padi di Purbolinggo Purbolinggo
—  Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan Way Jepara,
bibit unggul untuk ternak besar kerbau
—  Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan Batanghari Nuban

bibit unggul untuk ternak kecil kambing
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No

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM 2

PJM 3

PJM 4

Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan
bibit unggul untuk ternak kecil domba

Pekalongan

Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan
bibit unggul untuk ternak kecil babi

Raman Utara

—  Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan Batanghari
bibit unggul untuk ternak kecil ayam buras
— Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan Metro Kibang
bibit unggul untuk ternak kecil ayam ras pedaging.
—  Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan Purbolinggo
bibit unggul untuk ternak kecil ayam ras petelor
— Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan Way Jepara
bibit unggul untuk ternak kecil itik
—  Pengembangan sentra komoditas hasil perkebunan Di seluruh
kabupaten
Lampung Timur
—  Pengintegrasian kegiatan industri dengan kegiatan Di seluruh
perkebunan kabupaten

Lampung Timur

2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

yang dapat merusak lingkungan.

— Pengembangan Kawasan pengolahan ikan berupa Pelabuhan
pelabuhan Pendaratan lkan (PPI) Labuhan
Maringgai,
Pelabuhan Way
Penet, Pelabuhan
Way Sekampung,
Pelabuhan Kuala
Seputih.
— Pengembangan Kawasan peruntukan Minapolitan yang Labuhan
menmiliki potensi udang dan bandeng.. Maringgai,
Kawasan Way
Penet dan
kawasan Kuala
Seputih
—  Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan budidaya | Kecamatan Pasir
Komoditas ikan bandeng. Sakti
—  Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan budidaya | Kecamatan
Komoditas ikan udang . Labuhan
Maringgai.
— Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan Labuhan
Maringgai
2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan
—  Pengendalian eksploitasi galian sumberdaya mineral pasir | Kabupaten
kuarsa, basalt, parir bangunan, lempung. Lampung Timur
— Penyusuanan Studi potensi pertambangan Kabupaten Kabupaten
Lampung timur Lampung Timur
— Pembatasan dan penghentian aktivitas penambangan Labuhan

Maringgai, Pasir
Sakti

inventarisasi jenis bahan tambang yang dimiliki, serta
menyusun profil potensi sumber daya mineral, batubara,
dan minyak bumi;

Kabupaten
Lampung Timur

5 th

melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk
pengusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak
dan gas bumi;

Kabupaten
Lampung Timur

menyusun profil potensi sumber daya mineral, batubara,

— merencanakan satuan Wilayah Pertambangan (WP) dan Kabupaten
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam; Lampung Timur
— merencanakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kabupaten
mineral non logam dan batuan; Lampung Timur
— merencanakan dan menetapkan Wilayah ljin Usaha Kabupaten
Pertambangan (WIUP) mineral non-logam dan batuan; Lampung Timur
— merencanakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan Kabupaten
Rakyat (WPR); Lampung Timur
— inventarisasi jenis bahan tambang yang dimiliki, serta Kabupaten

Lampung Timur

5th

RPIMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026
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Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/

Waktu Pelaksanaan

No Indikasi Program Utama Lokasi PJM 1 PJIM2 | PIM3 | PJM4
2|34 5th 5th
dan minyak bumi;
— melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk Kabupaten

pengusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak
dan gas bumi.

Lampung Timur

Pertambangan (WIUP) mineral non-logam dan batuan;
dan

— merencanakan satuan Wilayah Pertambangan (WP) dan Kabupaten
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam; Lampung Timur
— merencanakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kabupaten
mineral non logam dan batuan; Lampung Timur
— merencanakan dan menetapkan Wilayah ljin Usaha Kabupaten

Lampung Timur

merencanakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR);

Kabupaten
Lampung Timur

2.5 Kawasan Peruntukan Industri

—  Pengembangan industri Kecil dan Rumah Tangga Kabupaten
Lampung Timur
— Penataan kawasan industri besar dan sedang Sribhawono,
Sekampung Udik.
— penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Sribhawono,
industri; Sekampung Udik.
— pengembangan industri pengolahan hasil tanaman Pekalongan,
perkebunan. Purbolinggo

2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata

Sukadana, Way
Jepara

dalam upaya pemasaran yang progresif.

— Pengembangan potensi pariwisata situs purbakala Sekampung Udik
Pugung Raharjo

— Pengembangan potensi agrowisata Pekalongan

—  Mengintegrasikan pengembangan wisata budaya sejarah | Sekampung Udik
dengan wisata alam di Lampung Timur

—  membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem | Kabupaten
informasi manajemen promosi pariwisata daerah; Lampung Timur

— meningkatan promosi dan investasi kepariwisataan; dan Kabupaten

Lampung Timur
— melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan Kabupaten

Lampung Timur

2.7 Kawasan Peruntukan Permukiman

Arahan pengembangan kawasan pemukiman
berkepadatan tinggi

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai

Arahan pengembangan kawasan pemukiman
berkepadatan Sedang

Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

Arahan pengembangan kawasan pemukiman
berkepadatan Rendah

Jabung,
Purbolinggo,
Marga Tiga, Pasir
Saki

Pengembangan Permukiman Pedesaan

Menyebar di
seluruh
Kabupaten
Lampung Timur

pemetakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap
bangun;

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas
dan utilitas utama pada masing-masing blok;

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
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No

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/
Indikasi Program Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM1

PJM 2

PJM 3

PJM 4

2

3(4|5

5th

5th

5th

Bandar
Sribhawono

peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

pengembangan prasarana dan sarana di kawasan
perkotaan;

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan yang
proporsional dan efektif terhadap kemampuan pelayanan,
tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan kota serta sesuai
dengan rencana pengembangannya;

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

meningkatkan aksesibilitas pergerakan antara kawasan
perkotaan dengan wilayah pelayanan sekitarnya;

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai APBD
Kabupaten
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

menetapkan 30 (tiga puluh) persen dari kawasan
perkotaan sebagai RTH

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan
Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono

relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam
kawasan lindung;

Menyebar di
seluruh
Kabupaten
Lampung Timur

identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan
perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan
pembangunan perumahan swadaya;

Menyebar di
seluruh
Kabupaten
Lampung Timur

klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada
kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang
dan rendah;

Menyebar di
seluruh
Kabupaten
Lampung Timur

identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana
permukiman pada masing-masing kelompok permukiman

Sukadana, Way
Jepara, Labuhan

dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan Maringgai
Pekalongan,
sekampung Udik,
Bandar
Sribhawono
penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala Menyebar di
perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, seluruh
pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, Kabupaten

efesiensi dan efektivitas.

Lampung Timur

2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

— Penyusunan Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi Kabupaten
dan konservasi kawasan HANKAM Lampung Timur Lampung Timur
—  Menyiapkan kawasan titik evakuasi Bencana Kabupaten

Lampung Timur
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Waktu Pelaksanaan

Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/

e Indikasi Program Utama sk PJM1 PJM2 | PJM3 | PJM4
1(2|3|4|5| 5th 5th 5th
Il | Perwujudan Kawasan Strategis
1 Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut Kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
1.1 Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak
—  Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan Kaw. Hutan
Gunung Balak Lindung Gunung
Balak
—  Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan jalur Kecamatan
hijau dan kawasan hutan mangrove Labuhan
Maringgai, Pasir
Sakti; dan
— Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan Kecamatan
kawasan hutan kota Sukadana.
2 Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut Kepentingan
ekonomi
2.1 Kawasan Minapolitan
— Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan Labuhan
Minapolitan Maringgai, Pasir
Sakti.
— Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir dan Kabupaten
Pulau - Pulau Kecil Lampung timur
—  Penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Kabupaten
Pulau — Pulau Kecil Lampung timur
2.2 Kawasan Indusri Terpadu (KIT)
—  Penyusunan Masterplan KIT Bandar
Sribhawono
—  Pembangunan Infrastruktur KIT Bandar
Sribhawono
2.3 Kawasan Pusat Agribisnis/Agropolitan
—  Penyusunan Masterplan Agropolitan Bandar
Sribhawono
—  Pembangunan terminal agribisnis di Kecamatan Pekalongan
Pekalongan
2 Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut Kepentingan
Sosial Budaya
—  Penyusunan Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi Pugung Raharjo
dan konservasi kawasan pugung raharjo
—  Penyusunan Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi Desa Wana

dan konservasi kawasan pugung raharjo dan rumah adat
lampung melinting.

Selanjutnya, berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Perda Kabupaten
Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun
2011-2031, dinyatakan bahwa perda tersebut perlu direvisi. Revisi tersebut perlu dilakukan
akibat adanya ketidaksesuaian dengan adanya dinamika pembangunan nasional dan
Provinsi Lampung, serta adanya perubahan kebijakan strategis pemerintah pusat dan
pemerintah Provinsi Lampung. Saat ini proses revisi Perda RTRW sedang dalam tahap

persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, dalam rangka konsistensi pengembangan
wilayah kedepan sejalan dengan rencana revisi Perda RTRW perlu dimuat arahan
pemanfaatan ruang berpedoman pada revisi materi teknis. Berdasarkan dokumen revisi
materi teknis RTRW Tahun 2011-2031, diatur arahan pemanfaatan ruang sebagaimana di

bawah ini:
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Konsep Pengembangan

Sejalan dengan konsep tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur,
konsep pengembangan wilayah adalah konsep agro-wisata-mina-politan. Konsep ini
mengandung arti yaitu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena
berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong kegiatan
pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya, melalui pengembangan
kawasan agropolitan diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan

dengan wilayah produksi pertanian dan perikanan.
Konsep pengembangan agropolitan di atas, didasari oleh pertimbangan berikut ini:

1) Pengusulan adanya outlet di Waway Karya, Sekampung Udik, Metro Kibang

2) Pengusulan adanya outlet di Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai
Pengusulan kota kecil/ industri menengah di Pekalongan, Purbolinggo, Labuhan
Ratu, Bandar Sribhawono

3) Kecamatan-kecamatan lain yang diusulkan sebagai sentra produksi/industri kecil
dengan pertimbangan karena di wilayah tersebut saat ini telah berdiri industri kecil
dan rumah tangga dimana ke depannya diharapkan dapat dibina untuk
dikembangkan dan diperkuat sebagai industri penunjang sektor pertanian dan
perkebunan dalam rangka mendukung agropolitan secara umum.

4) Kecamatan Jabung diusulkan sebagai pengumpul bahan baku dari desa-desa
pusat pertumbuhan karena saat ini belum ada jenis industri tertentu sehingga
perannya adalah sebagai pengumpul bahan baku pertanian dan perkebunan untuk
diolah lebih lanjut di Kecamatan Marga Sekampung dan dikirim ke outlet Waway
Karya.

5) Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur, fungsi agrowisata
ditetapkan di Kecamatan Pekalongan, Purbolinggo, Labuhan Ratu, dan Sekampung
Udik.

6) Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, fungsi minapolitan
diarahkan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, yang
memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan

perikanan.
Konsep Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis Kabupaten Lampung Timur terdiri dari beberapa aspek, yaitu sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; sudut kepentingan ekonomi;
sudut kepentingan sosial budaya; serta sudut pandang pertahanan dan keamanan,
masing-masing dijabarkan sebagai berikut:
1) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur meliputi:
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a) Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik,
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara
dan Kecamatan Jabung. Untuk itu, perlu disusun secara rinci rencana yang
mengatur pengelolaan blok-blok peruntukan.

b) Jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai
dan Kecamatan Pasir Sakti.

c) Kawasan hutan kota di Kecamatan Sukadana.

2) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di

Kabupaten Lampung Timur terdiri dari: kawasan minapolitan; kawasan pembibitan

dan agrobisnis; kawasan industri terpadu; serta kawasan perdagangan, jasa dan

agroindustri. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti

b) Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis di Kecamatan Pekalongan

c) Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono

d) Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Agroindustri di Perkotaan Sekampung Udik

3) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri

dari Kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo dan Desa Tradisional Wana.

Masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a) Kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo
b) Desa Tradisional Wana Kecamatan Melinting
4) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan

Keamanan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi:

a) Pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;

b) Markas polisi air dan udara di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan

c) Kodim di Kecamatan Sukadana.

1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai
pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten
Lampung Timur sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan
Wakil Bupati Lampung Timur terpilih masa bakti 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang
dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi

satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
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1.4.2 Tujuan

1.

Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan
pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh PD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra PD
periode 2021-2026;

Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ke dalam
tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021-2026, yang disertai dengan
program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2021-2026, dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;

Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran
dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026.
Menetapkan indikator kinerja PD dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan
RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lampung
Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum,
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang
dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan
pada periode RPJMD 2016-2021, serta berbagai tinjauan yang mencakup
kebijakan dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031, data-data
pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB), serta hasil-hasil rekomendasi dalam KLHS RPJMD
Kabupaten Lampung Timur.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya
dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan
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BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX
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daerah.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang
akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai dengan
indikator kinerja S (lima) tahun kedepan.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 5
(lima) tahun mendatang.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan 5 (lima) tahun mendatang disertai
dengan program prioritas perangkat daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5
(lima) tahun mendatang.

PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada
tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya,
Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu
dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung
Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah
Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif

dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001
tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka
jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan
Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi

24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257
desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka

jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki
seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung
Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila
segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum
dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Aspek Geografi

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105215 BT-
106920'BT dan 4937'LS -5°37' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km? atau
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sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih
Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang
Bawang.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI
Jakarta).

C. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011 - 2031
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